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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 4 TAHUN 2014 

TENTANG 
PENYESUAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU  

PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DAN GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan unsur 
dan subunsur kegiatan guru Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan 
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dengan unsur 
dan subunsur kegiatan guru sebagaimana diatur 
berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan 
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, perlu 
mengatur penyesuaian penetapan angka kredit guru 
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 
tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka 
Kreditnya; 

b. bahwa terdapat guru bukan pegawai negeri sipil yang 
telah memperoleh penyetaraan jabatan dan pangkat 
(inpassing) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan 
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Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai 
Negeri Sipil dan Angka Kreditnya dan Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan 
Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai 
Negeri Sipil dan Angka Kreditnya; 

c. bahwa untuk kesinambungan pengembangan karier 
guru dalam jabatan/pangkat, perlu dilakukan 
penyesuaian penetapan angka kredit sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b ke dalam format 
penetapan angka kredit berdasarkan Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru 
Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri 
Sipil; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013; 

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara, sebagaimana beberapa kali telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 
Tahun 2013; 
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5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 
mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013; 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 
tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka 
Kreditnya; 

7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan 
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan 
Angka Kreditnya; 

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 
Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan 
Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan 
Angka Kreditnya; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 
tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru 
Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya; 

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 
Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
TENTANG PENYESUAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT 
GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN GURU BUKAN 
PEGAWAI NEGERI SIPIL. 

Pasal 1 

(1) Penyesuaian penetapan angka kredit (PAK) guru Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) merupakan penyesuaian angka kredit unsur dan subunsur 
kegiatan guru yang tercantum pada PAK guru yang ditetapkan oleh 
pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan 
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya ke dalam angka kredit unsur 
dan subunsur kegiatan guru berdasarkan Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 
Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.  
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(2) Penyesuaian angka kredit guru bukan Pegawai Negeri Sipil merupakan 
penyesuaian yang dilakukan berdasarkan angka kredit kumulatif dan 
jenjang jabatan sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan 
inpassing jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil dan 
angka kreditnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan 
Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan 
Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2010. 

Pasal 2 

Penyesuaian PAK guru PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
dilakukan berdasarkan PAK guru yang telah dipergunakan untuk 
penetapan keputusan kenaikan pangkat terakhir oleh pejabat yang 
berwenang. 

Pasal 3 

(1) Penyesuaian PAK guru PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
tidak mengubah angka kredit kumulatif.  

(2) Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disesuaikan ke dalam angka kredit unsur dan subunsur utama dan 
penunjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 
Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. 

Pasal 4 
(1) Penyesuaian angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (2) diuraikan ke dalam angka kredit subunsur pendidikan 
dan pembelajaran/pembimbingan sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan 
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. 

(2) Penyesuaian angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam format PAK.  

Pasal 5 
Guru yang disesuaikan penetapan angka kreditnya adalah: 

a. guru PNS; dan 

b. guru Bukan PNS yang telah memperoleh penyetaraan jabatan dan 
pangkat (inpassing).  
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Pasal 6 
(1) Pejabat yang berwenang menetapkan penyesuaian PAK guru PNS: 

a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat yang ditunjuk 
oleh Menteri untuk menetapkan penyesuaian PAK guru bagi: 

1.  Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang 
IV/b sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, 
golongan ruang IV/e di lingkungan pemerintah 
provinsi/kabupaten/kota, Kementerian Agama, dan 
kementerian lainnya/lembaga pemerintah non-kementerian 
yang menyelenggarakan pendidikan, dan  

2.  Guru Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a 
sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, 
golongan ruang IV/e yang diperbantukan pada Sekolah 
Indonesia di Luar Negeri; 

b. Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama 
untuk menetapkan penyesuaian PAK Guru Pertama, pangkat 
Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, 
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, serta guru golongan II di 
lingkungannya; 

c. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur menetapkan 
penyesuaian PAK Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan 
ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, 
golongan ruang IV/a, serta guru golongan II di lingkungannya; 

d. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota 
menetapkan penyesuaian PAK Guru Pertama, pangkat Penata 
Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat 
Pembina, golongan ruang IV/a, serta guru golongan II di 
lingkungannya; atau 

e. Menteri pada kementerian lainnya/pimpinan lembaga pemerintah 
non-kementerian yang menyelenggarakan pendidikan atau pejabat 
yang ditunjuk oleh Menteri pada kementerian lainnya/pimpinan 
lembaga pemerintah non-kementerian menetapkan penyesuaian 
PAK Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a 
sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang 
IV/a, serta guru golongan II di lingkungannya. 

(2) Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1: 
a. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan 

Informal, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, atau Direktur 
Jenderal Pendidikan Menengah, untuk dan atas nama Menteri, 
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